BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1.

Peristiwa pidana berupa tindak pidana pemalsuan dan penipuan
yang dilakukan oleh E Siti Mariani sudah cukup untuk memenuhi
rumusan delik yang terdapat pada Pasal 263, Pasal 264, dan
Pasal 378 KUHP, oleh karenanya terhadap E Siti Mariani dapat
dijerat berdasarkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal
263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP.

Bank Bukopin seharusnya mengambil tindakan hukum terhadap
peristiwva pidana yang melibatkan E Siti Mariani yaitu
memalsukan SK Pensiunan sehingga SK Pensiunan tersebut
dapat dijadikan agunan/jaminan di Bank Bukopin, kewajiban
pihak Bank Bukopin sebagai pelapor sesungguhnya sudah
mengurangi tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga
kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh
karenanya, pihak Bank Bukopin sebagai masyarakat yang sudah
membantu dan meringankan tugas kepolisian dalam
melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak

kejahatan tidak dipungut biaya.

B. Rekomendasi

1.

Untuk menjaga wibawa hukum seharusnya masyarakat baik itu

perorangan ataupun koorporasi melaporkan segala sesuatu yang

54



55

berkaitan dengan peristiwva pidana, hal ini seperti yang
diamanatkan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit baik itu dari seqgi
jaminan/agunan, karakter calon debitur, atau pun tujuan
penggunaan dana harus sangat diperhatikan oleh pihak
perbankan, hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
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